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Perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita untuk hidup bersama yang mana hubungan itu bersifat
kekal dan diakui negara. Selama masa perkawinan terkumpul hartayang menjadi milik bersama. Namun,
ada dorongan untuk dapat mengelola sendiri harta yang diperoleh selama masa perkawinan, adapun upaya
yang dapat ditempuh untuk pemisahan harta benda dalam perkawinan yaitu dengan membuat perjanjian
perkawinan. Dengan ini penulisingin membuat penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1)
Bagaimana mekanisme dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang berlaku surut dengan adanya
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel 2) Bagaimana ketentuan
untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang berlaku surut? 3) Bagaimana
peran Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-X111/2015?,
Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian Y uridis Normatif. UU Perkawinan mengatur perjanjian
perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Sejalan dengan perkembangan
masyarakat dan kebutuhan hukum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-X111/2015
yang mengubah perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam masa perkawinan. Di sisi lain. Adanya
perubahan berdasarkan putusan tersebut membuat potensi bagi pasangan suami istri ingin mengatur harta
bersama yang telah diperoleh selama perkawinannya. Perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dengan
cara pasangan suami istri terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan untuk harta benda apa sgja yang
akan diatur pemisahannya, dengan begitu Notaris dapat membuat akta perjanjian perkawinan berdasarkan
penetapan pengadilan tersebut.

...... Marriage is arelationship between a man and awoman to live together in which such arelationship is
eternal and recognized by the state. Throughout the marriage period, the jointly owned assets are collected.
However, there is an urge to be able to manage the assets acquired during the marriage period personally, as
for the efforts that can be taken for the separation of property in marriage, namely by making a marriage
agreement. Based on the description above, the writer desires to make a research with the formulation of the
problem asfollows: 1) What are the provisions for making a marriage agreement in Indonesia? 2) What is
the mechanism for making a retroactive marriage agreement? 3) What are the roles of the Notary in making
amarriage agreement after the Judgment of the Constitutional Court No. 69/PUU-X111/2015?. This research
was made by applying a normative juridical research method. Marriage Law stipulates that a marriage
agreement shall be made before or at the time of the marriage. In line with the development of society and
legal needs, the Constitutional Court issued Judgment Number 69/PUU-X111/2015 which amends that the
marriage agreement can be made during the marriage period. Besides, the changes based on such judgment
create the potential for married couples wanting to regulate joint assets that have been obtained during their
marriage. The marriage agreement can be made by the marriage couple first requesting a court order for any
property to be separated, so that the notary can make a marriage agreement deed based on the court's
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judgment.



